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PENETAPAN
Nomor 1750/Pdt.G/2017/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Astutik binti Bunawi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 07
September 1989, Agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, Pendidikan Taman Kanak-Kanak, tempat
kediaman di Jalan Projakal, Gang Sidomakmur, Rt. 62,
No. 166, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Suripto bin Kartono, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 Oktober
1985, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di
Jalan Projakal, Gang Sidomakmur, Rt. 62, No. 166,
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2017
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor
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1750/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 12 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2006, terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi
Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/04/111/2006
tanggal 16 Maret 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir
bertempat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Jalan Projakal, Gang
Sidomakmur, RT. 62, No. 166, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6

tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Maysa Rotul Fadilah, lahir di Bondowoso
tanggal 27 Juni 2007, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan

Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2006 Rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena

Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Tergugat,
hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena sering melihat Tergugat
sms’an dan bertelponan dengan wanita tersebut. Karena pernikahan yang
baru tejadi selama 2 bulan, Penggugat berusaha bersabar dan memaafkan
Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah. Namun sampai memiliki
anak Tergugat tetap tidak bisa berubah, bahkan Tergugat sering bergonta-
ganti pasangan, bahkan Tergugat juga pernah menjalin hubungan asmara
dengan teman Penggugat sendiri, hamun Penggugat tetap berusaha
bersabar memepertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat

dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah

Saudara Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
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pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada
keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang
mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suripto bin

Kartono) terhadap Penggugat (Astutik binti Bunawi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah dating menghadap di persidangan. Majelis telah memberikan
nasihat kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangga dan membatalkan niat untuk bercerai.

Bahwa upaya Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat
dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat secara tegas
dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan
cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan
register Nomor 1750/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara

sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
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tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang
diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka
untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya

persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat
mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
1750/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan
Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada
hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Syakban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp 400.000,00
Redaksi Rp 5.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

agrwpoR
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